TANAH LAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah
dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan
pembangunan daerah  sesuai
dengan visi, misi Bupati dan
Wakil Bupati Tanah Laut, perlu
disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah kurun
waktu S (lima) tahun mendatang;

b. bahwa  untuk  melaksanakan
ketentuan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem
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Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu
menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2013 - 2018 yang
merupakan perwujudan visi, misi
dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Tanah Laut yang memuat
kebijakan penyelenggaraan
Pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun
2013 - 2018;



Mengingat

1.
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Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1965 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah
Laut,Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah  Tingkat II  Tabalong
dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 19353
Tentang Pembentukan Tentang
Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomo
S51,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor
4355 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nornor 4421
);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
yang beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
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Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 19



10.

11.

12.

13.
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Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor
22/PERMEN/M /2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal

Bidang Bidang Perumahan Rakyat
Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal
Bidang  Pemerintahan  Dalam
Negeri di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Sosial Nomor
129/HUK/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Sosial Daerah  Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 741/MENKES/PER/VII/
2008 tentang SPM  Bidang
Kesehatan;
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15.

16.

17.

18.
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Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu
Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan;

Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional = Republik = Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor
15/MEN/X/2010 tentang SPM
Bidang Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Informasi dan
Komunikasi Nomor
22 /PER/M.Kominfo/12/2010
tentang SPM Bidang Komunikasi
dan Informasi;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan
Umum Nomor 14/PRT/M/2010
tentang SPM Bidang Pekerjaan
Umum;
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20.

21.

22.

23.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangungan Daerah;

Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Nomor: 55/Hk-
010/B5/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang

Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pertanian
Nomor
65/Permentan/OT.140/12/ 2010
tentang SPM Bidang Ketahanan
Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kebudayaan
dan  Pariwisata  Nomor PM
106/HK.501/MKP/2010 tentang
SPM Bidang Kesenian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan



24.

25.
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daerah  yang  telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah  Tahun
2014;

Peraturan Daerah  Kabupaten
Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008
Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Dan Pelaksana
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
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27.
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Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah  Kabupaten
Tanah Laut nomor 11 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tanah Laut 2005 -
2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah  Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah  Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor 13) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah  Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun
2010 Nomor 2) dan Peraturan
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Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANAH LAUT

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2013 - 2018.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah
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pada Pemerintah  Daerah  selaku pengguna
anggaran.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD
provinsi dan  kabupaten/kota, TNI, POLRI,
Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa,
pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan
kelurahan serta keterwakilan perempuan dan
kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
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12.

13.

14.
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melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2005- 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut yang disusun setiap

tahun.
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16.

17.

18.

19.

20.
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Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Strategi pembangunan adalah langkah-langkah
berisikan program-program indikatif  untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan
yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.
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BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)

Pasal 2
RPJMD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman
bagi Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014
sampai dengan tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut

dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta
Kerangka Pendanaan;

d. BABIV : Analisis [su-isu Strategis;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah;

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang

Disertai Kebutuhan Pendanaan;
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i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

j- BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah
Pelaksanaan.
Pasal 4
(1) RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum

(2)

(3)

(4)

()

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Terhadap target atau capaian indikator yang belum
termuat dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Target atau capaian indikator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi
daerah dan ketentuan yang berlaku.

Program dalam RPJMD beserta pagu indikatif
merupakan rencana program dalam rangka
pencapaian sasaran dalam penetapan kinerja.
Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan
terdapat adanya penambahan program atau pagu
indikatif untuk mencapai target yang telah
ditetapkan, maka dapat diakomodir sesuai dengan

kebutuhan dan ketersediaan dana.
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(6) Tata cara penambahan program dan/atau pagu
indikatif berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(7) Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum
(SPM) merupakan target yang harus dicapai oleh
SKPD.

(8) Apabila dalam situasi dan kondisi tertentu target
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
dapat dicapai, maka ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun

Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi pemangku

kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan selama kurun waktu tahun 2014 - 2018.

Pasal 6
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah
dalam hal ini Bupati dan DPRD untuk penyelenggaraan

pembangunan di Daerah.
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BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2008-2013 yang
menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tahun 2014 dinyatakan masih
berlaku sampai dengan realisasi kegiatan dan
program berakhir di tahun 2014.

(2) Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman
penyusunan rencana pembangunan sampai dengan
Tahun 2018, dan diberlakukan sebagai RPJMD
Transisi untuk pedoman penyusunan RKPD Tahun
2019 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah

RPJMD Tahun 2018-2023.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,
Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH
Diundangkan di Pelaihari
n
Sorme s AR

ALFIRIAL, S¥, MH
H. ABDULLAH NIP. 19750203 199903 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 99 /2014)
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 - 2018

I. UMUM
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan
daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah kurun waktu S tahun
mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 -
2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana



22

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan,
serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2013 - 2018 memuat gambaran pengelolaan
keuangan serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu
strategis, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum
dan program pembangunan daerah, indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan,
dan penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah laut
Tahun 2013 - 2018 dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-udangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018,
akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Laut pada setiap tahun anggaran.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15



